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pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2023 (Bukti P-{),

sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

Utari Sulistiowati, perempuan, Warga Negara Indonesia, beragama

lslam, tempaUtanggal lahir:Malang, tanggal 20 bulan Maret tahun 1981,

pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Legenda \Msata Blok K

5/1, RT/RW 001/019, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung putri,

Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat,

Untuk selanjutnya disebut sebagai 
--PEMOHON 

t

Dan,

Edwin Dwiyana, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beragama lslam,

tempaUtanggal lahir: Bekasi tanggal 29 bufan April tahun 1996,

pekerjaankaryawan swasta, beralamatdi Jl. lrigasi Danita 19 Blok E.2 No.

I RT/RW 006/014, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Tirnur,

Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagrai PEIIIOHON 2

Kemudian untuk selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebutsebagai PARA PEMOHON

PARA PEMOHON dengan inimengajukan permohonan hak uji materil terhadap Pasal

1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang

Burgeliik Wetboek voor lndonesie, yang sefanjutnya disebut "Kitab Undang.Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata)" {Bukti P-2} terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut 'UUD NRt 1945" (Bukti P-3),

khususnya atas:

a. Pasal I ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesla.

b. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
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l. PERSYARATATI FORil,llL PENGAJUAN PERi,IOHONAN

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk

mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK",
sebagaimana tertuang dalam Pasal 78, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal24C

UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OA3

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU llllK' (Bukti p-4).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimitiki oleh MK adalah melakukan pengujian

undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal24C Ayat (1) UUD

NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstifusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang.
Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguii undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubtik

lndonesia Tahun 1945, ...."

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut'UU KK'menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat peftama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
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a. menguii undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945"

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan
pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 194s.

5. Bahwa dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap
Pasal 1765, Pasaf 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgelijk Wetboek voor Indonesie

(KUH Perdata) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya atas
Pasaf 1 ayat (1) UUD NRf 1945 dan Pasat 29 ayat(2) UUD NRt 1949.

1. Bahwa yang menjadiObjek Permohonan Hak UjiMateriliniadatah:

a. Pasal 1765:
"Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang
atau barang lain yang habis karena pemakaian.'

b. Pasal 1766:
"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga
yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan
juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecualijika bunga
yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam
undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembaliatau
dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur
untuk membayamya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan
harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya,
biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya
waktu utangnya dapat ditagih."

c. Pasal 1767:
"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam
perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-
undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga
menurut undang-undang dalam segala halyang tidak dilarang oleh undang-
undang".

Besamya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan
secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran
Negara tahun 1848 No. 22ialah 60/ol
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KEDUDUKAN HUKUtri VjetsrAirDrwG) PEMoHON

d. Pasal 1768:
"Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak
menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan
membayar bunga menurut undang-undang".

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum//egal standing merupakan syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU It[K:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak danlatau Hak
Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga negara lndonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional', adalah hakhak yang diatur
dalam UUD NR|1945."

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang
harus dipenuhi untuk menguji apakah Fara Pemohon memiliki kedudukan hukum
(egal standingl dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya
kuatifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak
Konstitusionaldari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-
undang.

Bahwa ofeh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legat Standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi berkualifikasi sebagai
parorangan warga negara lndonesia.

2.

3.
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4.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian
konstitusiona!, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang
kerugian konstitusional yang timbu! karena berlakunya suatu undang-
undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara
Nomor 006/PUU-llll2005 dan Perkara Nomor OlllPUU-V12007, yaitu sebagai
berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan

oleh UUD NRI 1945;

b. bahwa hak danlatau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang

yang diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/aiau kewenangan Konstitusional pemohon yang

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat

potensiai yang meRurut penalaran yang wajar dapai ciipastikcn akan ierjarii;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan

berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka

kerugian danlatau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan

atau tidak lagi terjadi.

Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitiusi (PMK) Nomor 212021, yang menyatakan:
Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu:

a. Perorangan warga negara lndonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;atau

d. Lembaga negara.

Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para pemohon yang menganggap

hak danlatau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-

5.
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6.

undang, rnenurut Pasal4 ayat(2)PMK212021 yang mengacu pada putusan MK No.

006/PUU-f f V2005 dan No. 01 1 ,PUA-V 2007, apabila:

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalPemohon yang diberikan oleh UUD
1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionaf Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

o. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesffik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didatilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa Peftama, untuk mengukur apakah para pemohon memiliki Kedudukan

Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a

uv 712420 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a FMK ztz}z1, yakni pernohon adatah

Perorangan Warga Negara lndonesia, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon

adalah Warga Negara indonesia yang dibukiikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk. (Buldi P- KTP Pemohon l) dan Kepemilikan Kartu Tanpa Penduduk (BuKi

P- KTP Pemohon ll).

Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam
pengujian UU 1lz0?3brhadap UUD 1{X5;

Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum
(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 avat (21

huruf a PMKA2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagaiberikut:

Hak Konstitusionaldalam UUD 1945 yang menjadidasar parra Pemohon antara lain

Pasal 1 ayat(1) UUD 1&45, menyatakan:

""N6gara lndonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.,,

7.
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Pasal29 ayat (2), menyatakan:

"Negara menjamin kemerdekaan tiapliap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Ofeh karenanyapara Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK AZA21, karena memiliki hak Konstitusional untuk

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adit sebagaimana

dijamin dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal2g ayat (2) UUD 1945.

8. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum

(legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2)

huruf b dan huruf c PMK 212021, yakni adanya kerugian Konstitusionaf bersifat

spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar

dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijetaskan sebagai berikut:

a. Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Nomor 32ffia26093610003 {Bukti P-g ), yang mana pemohon I juga

duduk sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, dan Pemohon I pernah melakukan

perikatan Perjanjian utang piutang bertandaskan Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 1g

Februari 2019 di hadapan Notaris supriyanto, sH, MM, Notaris yang berkedudukan

di Depok, Jawa Barat, yang mana Pemohon I mengikatkan diri dengan Perjanjian

utang piutang dengan Haji Hendri $yah Abdi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu mityar

rupiah) dengan dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud {BuKi p-6}. penetapan

adanya bunga/interest dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Pemohon I

dimaksud tentu dilandasi oleh dasar hukum yang merujuk pada Objek Permohonan

a quo, yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 194b, yang

mana dalam teori negara Republik, sebagaimana yang dirumuskan oleh Plato,

Aristoteles, maupun Cicero, negrara republik adalah suatu bentuk negara yang tidak

menghendakiadanya penetapan burnga atau riba bagitatanan masyarakatnya. Oleh

karenanya penetapan bunga/interest sebagaimana yang dimaksud dalam Objek

Pernohonan a quo, adalah sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) uuD 1945

a quo. Dan selain daripada itu, penetapan bunga yang ditentukan dalam objek
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Permohonan a quo, bertentangan dengan Pasal 2g ayat (2) uuD 194s, yang mana

negara menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan

melaksanakan agamanya masing-masing. Yang mana Pemohon I sebagai warga

negara yang beragama lslam, tentu harus menjalankan ibadah sesuai dengan Al

Quran dan sunnah, yang mana ketentuan dalam lslam bahwa mengambil bunga,

dalam utang piutang adalah hukumnya haram karena mengandung riba. Hal ini

ditegaskan pula dalam Fatwa Majelis Ulaina lndonesia (MUl) Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Bunga/lnterest yang hukumnya adalah haram. Oleh karenanya ketentuan

sebagaimana dimaktub dalam Objek Permohonan a quo adalah jelas merugikan hak-

hak konstitusional Pemohon I dalam menjalankan agama sesuai dengan ajaran

lslam, yang dianut oleh Pemohon L

b. Pemohon ll adalah warga negara lndonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KrP) Nomor 3216062904960003 (Bukti P-7 ), yang pernah merakukan

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi shoopee pada tanggal 22

November 2022 sebesar Rp 750.000,- (tujuh raturlima puluh ribu rupiah) dengan PT

Lentera Dana Nusantara, yang mana dalam Perjanjian dimaksud pemohon ll

dikenakan bunga/interest sebesar 3,95aio atas keseluruhan utang. Yang rnana hal

sangat merugikan Pemohon ll (Bukti F4 ). Penetapan adanya bunga/interest dalam

Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Pemohon ll dimaksud tentu dilandasi oleh

dasar hukum yang merujuk pada objek Permohonan a quo, yang mana hal itu
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) uuD 1945, yang mana dalam teori negara

Republik, sebagaimana yang dirumuskan oleh Plato, Aristoteles, maupun cicero,

negara republik adafah suatu bentuk negara yang tidak menghendaki adanya

penetapan bunga atau riba bagitatanan masyarakatnya. Oleh karenanya penetapan

bunga/interest sebagaimana yang dimaksud dalam objek permohonan a quo,

adalah sangat bertentangan dengan Pasal f ayat (1) UUD 1g4s a quo. Dan selain

daripada itu, penetapan bunga yang ditentukan dalam objek permohonan a guo,

bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) uuD 1945, yang mana negara menjamin

kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan melaksanakan

agamanya masing-masing. Yang mana Pemohon ll sebagai warga negara yang

beragama lslam, tentu harus menjalankan ibadah sesuai dengan Al euran dan

sunnah, yang mana ketentuan dalam lslam batrwa mengambitbunga, dalam utang

piutang adalah hukumnya haram karena mengandung riba. Hal ini ditegaskan pula
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dalam Fatwa Majelis ulama Indonesia (MUl) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Bunga/lnterest yang hukumnya adarah haram. oreh karenanya ketentuan
sebagaimana dimaktub dalam objek Permohonan a quo adalah jelas merugikan hak-
hak konstitusional Pemohon lt dalam menjalankan agama sesuai dengan alaran
lslam, yang dianut ofeh pemohon ll.

9' Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah para pemohon memiliki kedudukan
Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasat 4
ayat (2) huruf e pMK zlzazl, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusionat sepertiyang didalilkan tidak lagi
atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di
atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini
dengan menyatakan objek permohonan a quo bertentangan dengan uuD ,rg45.

Maka dapat dipastikan kerugian yang tetah diafami dan yang akan diatami oleh para
Pemohon tidak ragiatau tidak akan terjadidikemudian hari;

10' Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka para
Pemohon memiriki kedudukan hukum (regar standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian Objek Permoftonan a guo terhadap UUD 1g4f , karena tefah
memenuhiketentuan Pasal5i ayat (1) UU7t2o20 beserta penjelasannya dan syarat
kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat(l) dan ayat
(2) PMK U2A21

I. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG.UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AI-ASAN.AITSAN PERITIOHONAN PENGUJI,AN PA$AL {765, PASAL 1766, PASAL
1767, DAN PASAL 1768 KITAB UNDANG.UNDANG HUKUM PERDATA
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1. Bahwa isi Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767,dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah berbunyisebagai berikut:

- Pasal 1765 :

"Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang

atau barang lain yang habis karena pemakaian.'

- Pasal {766:

"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga

yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat memintra kembati bunga itu dan
juga tidak dapat mengumngkannya dari pinjaman pokok, kecualijika bunga

yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam

undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembaliatau

dikurangkan dari pinjaman pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur

untuk membayamya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan

harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya,

biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya

waktu utangnya dapat ditagih.'

- Pasal 1767:

'Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam

perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-

undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga

menurut undang-undang dalam segala halyang tidak dilarang oleh undang-

undang".

Besamya bunga yang diperjanjikan dalam perjaniian harus ditetapkan

secara tertulis (Bunga menurut undangrundang adalah menurut Lembaran

Negara tahun 1848 No. 22ialah60/o)

- Pasal 1768:
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"Jika orang yang meminjamkan tetah memperjanjikan bunga dengan tidak

menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan

membayar bunga menurut undang-undang".

2. Bahwa isi Pasal l ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adatah
berbunyi sebagai berikut:

"Negara lndonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

3. Bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia tahun
1945, defenisisecara tertulis dan lengkap serta mendetailtentang bentuk negai"a'Republik'

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) UUD NRI 1 945 tidaklah terlalu jelas dan tidak
lengkap.

4. Bahwa dalam khazanah Bahasa lndonesia, baik yang berasal dari Bahasa Aceh, Bahasa
Melayu, Bahasa Minang, Bahasa Batak, Bahasa Palembang, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda,

Bahasa Manado dan Bahasa-bahasa lainnya dafam nusantara, sama sekali tidak pernah

mengenal kosakata'republik' dimaksud.

5. Bahwa oleh karena itu perlu kiranya mengacu pada 'memorie van toelichting' dari
terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1g45, yang terdapat dalam

risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) tanggal 29 fvlei 1945 - i6 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesla (PPKI) tanggal 1B dan 19 Agustus 1945, demi untuk memahami maksud dari isi

kandungan tentang para pendiri negara dalam meletakkan isi Pasal l ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimaksud.

6. Bahwa perihalpenempatan kata'Republik'dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRlTahun 1g45

dimaksud, salah satunya adalah munculnya perdebatan awal yang berlangsung dalam

sidang BPUPKI, yang bisa dilihat dalam risalah sidang BPUPKI dimaksud sebagaimana
yang diterbitkan ofeh Sekretariat Negara Repubfik Indonesia, halaman gB (Bukti p-g),

tentang pendapat dari KMRT wongsonegoro, anggota BpuKl, yang mengatakan:

"Usul saja agar memakai perkataan'Kepala' atau'wali negara' jalan untuk

menghindari pengaruh arti atau untuk tidak terpengatuh oleh afti teknis
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dari pada term saja, karena .Republi(' bukan Bahasa lndonesia,

melainakn kata pinjaman dari Barat. Barangkali bentukbentuk lain ada

banyak iuga. ltulah yang sering merintangi pekerjaan kita. Dari itu jangan

kita tersandung oleh perkataan saja. Kita harus mengerti benar-benar

bentuk (negara) yang kita kehendaki, jangan kita memakai begitu saja
perkataan republik ataa monarkhi atau yang bagaimanapun juga; bahkan

seharusnya ada seorang diantara kita yang mengadakan ciptaan istitah

baru yang se/aras dan sesuai dengan maksud kita, bangsa wetan,

bangsa Timur. Janganlah hendaknya kita takut mengadakan ciptaan
perkataan baru, dan sebaliknya janganlah kita hanya mengoper
perkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya tain dari pada

petkataan asing yang mungkin isi dan maksudnya lain dari pada tafsiran

kita. Dari itu jika memang pelu dipakai perkataan "republic" saya mufakat
juga, akan tetapi barangkali tidak ada searcng pun diantara kita yang

berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara 'lang
sesungguhnya'in de laatste en hoogste insfansr" harus dinyartakan oleh

bolsk-votum. Dari itu kita tidak berhak untuk men<lahului atau

rnempengaruhi arah atau jalan aliran pendapat ralryat. Dari itu untuk

meletakkan soal ini pada tempat yang sebetutnya, hants kita memberikan

formulering yang tidak menghalang-halangi lahimya pendapat dan pikiran

yang sebetul-betulnya. Bilamana pe*ataan "republik" harus dipakai soit."

7. Bahwa sebagaimana termaktub datam Risalah sidang BPUKPI dimaksud, para anggota

BPUPKI mengafami perdebatan dahsyat dalam menentukan bentuk negara yang akan

dimerdekakan yang bemama "lndonesia." Perdebatan itu mengerucut antara dua bentuk
negara yakni antara berbentuk'republik' atau berbentuk,kerajaan.'

8. Bahwa perdebatan sengit dalam menentukan bentuk negara Indonesia merdeka

dimaksud, sangat tajarn dan saling beradu argumentasi sesama anggota BpUKpl yang

mana mayoritas anggota BPUPKI mendukung konsep bentuk negara lndonesia merdeka

adaiah berbentuk 'republik', yang dituangkan oleh pendapat yang tercatat dalam risalah

sidang BPUFK| dimaksud, diantaranya yaitu.

a. Muhammad Yamin



TIMHUKUM I|4ASTMI
PERMOHONAN HAK UJI MATERIL

Pcge 14 of 37

".....Kedua, monarchie tentutah mendatangkan dinasti, baik dinasti yang

baru atau yang diipilih dari dinasti-dinasti yang ada di tanah kita ini.

Pemandangan itu hanya berafti pemandangan teori saja, oleh karena

dalam keadaan yang jebat seperti sekarang ini, mencai dinasti baru

adalah suatu usaha yang semata-mata menolak datangnya lndonesia

Merdeka, dan keadaan itu bertentangan pula dengan kemauan rakyat

umumnya, yang tidak mau diperintah lagi oleh kerajaan yang turun

temurun. Andai kata pilihan keturunan d$atuhkan antara keturunan-

keturunan yang ada di tanah lndonesia ini, maka sungguhlah lapangan

pemilihan kita terlampau besar: 4 kooti ditanah Jawa, I syuutyoo ditanah
Bali, 100 di Sumatera, 200 di Borneo, Su/awesi dan Maluku, sehingga

meliputi lebih kurang 30a koati di tndanesia; tagiputa saya yakin bahwa

dorongan rakyat tidak akan meminta dinasti yang ada. Keberatan-

keberatan yang lain herhubungan dengan pembagian kekuasaan itegara

monarkhi ialah yang acapkalimendapat sfaf sysfem oligarkhi, iatah suatu

pemerintahan kekeluargaan. saya yakin, bahwa monar!<tti dapat dibatasi

dengan jalan konstitusi, tetapi bentuk monarkhi itu sendiri tidak diingin

rakyat, menurut pendapat saya, oleh karena mengenaikekuasaan rakuat,

yang akan kita atur. Kekuasaan rakyat tidak dapatlah diatur di dalam suatu

monarkhi, melainkan hanya dapat dalam nentuk republik. .....

b. Sukardio Wirjopranoto

"Tuan Ketua yang terhomar. Selama soal Indonesia Medeka dan

berrtuk itegaia lndonesia diperbincangkan atas dasar beberapa aliran dan

dai beberapa sudut pada waktu yang lalu, maka saya senanfiasa

mempunyai satu pendirian yang sekarang juga masih saya Wgang teguh,

ialah bahwa lndonesia Merdekan hendaknya menjadi senjata baru atau

senjata istimewa yang dapat mengalahkan musuh seleka*lekasnya dan

dapat Menyusun susunan negara baru yaitu membangkitkan rakyat dari

kemiskinan sehingga menjadi Makmur. Pun tentang bentuknya, maka

sega/a pikiran saya ukur dengan maksud itu, apakah bentuk yang akan

dipilih itu akan merupakan senjata baru atau tidak. Dengan lain perkataan

tiap-tiap pilihan, tiap-tiap sikap harus dapat memperkuat, menambah
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tenaga perang. Selain dari pada itu, dalam pembicaraan tentang lndonesia

Merdeka dan tentang bentuk lndonesia senantiasa saya mencari -datam
pe*ataan Belandreoncentrafuepunt, satu inti yang dapat menarik

segala aliran, sebab Indonesia Merdeka atau bentuk Negara lndonesia itu

hendaknya merupakan satu rumah, dimaka semua rckyat merasa kensan
(dalam Bahasa Jawa). Ar"tinya, merasa senang sepertididalam rumahnya

sendiri, sehingga d$amin wrang ini semua rakyat suka mati untuk

lndonesia Merdeka dan untuk membentuk negara merdeka itu. Dengan

lain perkataan, maka soalnya ialah Indonesia Merdeka, yang harus dapat

dinsakan manfaatnya.

Tuan Ketua yang terhormat, saya sangat teftejut ketika saya -pasa suaiu

waktu-memaski suatu tempat dimana dibicankan bentuk republic atau

kerajaan, seseorang bertanya kepada saya:'Jika memitik bentuk republic,

apakaha dosa saya?......"

9. Bahwa dari perdebatan tentang penentuan bentuk negara lndonesia dimaksud pada

akhirnya diputuskan melalui mekanlsme pemungutan suara (voting) diantara seluruh

anggota tsPUKPl yang berjumlah 64 orang dimaksud, yang pada intinya menentukan

apakah bentuk negara iidonesia adalair irerberituk republik atau berbentuk kerajaan.

10. Bahwa kemudian dari hasil pemungutan suara (voting) penentuan bentuk negara

lndonesia tersebut, maka didapatilah hasil pemungutan suara, yang mana hasilnya adalah

sebagaimana diuraikan dalam risafah sidang tsPuPKl dimaksud halaman 119 yang berbunyi

lengkapnya:

Ketua:

Saya mengucapkan Terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota

sekalian sudah mendengar, bahwa telah dipilih oleh sidang

Dokurrtu ZyurtbiTyoosakai yang kedua kaliini, yang metahirkan 64

sefem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, I belangko dan 2 lain-

lain. Jadisemaanya ada 64.

Sudah ada ketetapan dalam waffiu ini, nanti kita akan membuat

laoran yang sejelas-jelasnya.
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Anggota SOEKARNO:

Jadiputusan Panitia itu republik?

Ketua RADJIMAN:

Sudah tenng republik yang dipilih dengan suara terbanyak.

Sekarang saya minta beristirahat.

Rapat ditunda sampai pukul 16.35

11. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan beniuk
negara Indonesia berdasar"kan 'republik'adatah berdasarkan kesepakatan anggota BPUPKI

dan PPKI yang kemudian ditegaskan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17

Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

12. Bahwa kemudian dari itu para pendiri negara (the foundings father) adalah sama sekali

tidak memberikan rumusan atau defenisi yang jelas dan len_okao tentang seperti apa dan

Bagaimana bentuk negara "republik" sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ay?tr.(1)

UUD 1945 dimaksud, yang mana pernyataan salah seorang anggota BPUPKI yakni

Muhannmad Yamin yang dengan tegas mengakatan bahwa 'bentuk negara republik'adalah

seperti yang telah diketahui oleh umum, yang rnaknanya adalah pernahaman 'republik'

adaiah mengacu pada pemahaman yang diketahui secara umum di seturuh dunia. yang

mana hai itulah yang menjadi penegasan oleh para pendin negara lndonesia berkaitan

dengan bentuk negara "republik" dimaksud.

13. Bahwaoleh karena pemahaman dan penjelasan tentang bentuk ilegara'Republik'yang
berlaku di negara Indonesia, sama sekali tidak tersedia defenisi dan penjelasan yang

lengkap dan tidak jelas, maka harus merujuk pada pemahaman yang bersifat umum tentang

bentuk negara "Republik" dimaksud.

14. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun tokoh bangsa Indonesia ataupun pendiri

negara Indonesia (the foundings fatheO yang pernah memberikan defenisi atau buku secara
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khusus tentang apa dan Bagaimana bentuk negara Repubtik Indonesia yang dimaksud

dalam Pasal 1 aVat (1) UUD 1945 a quo.

15. Bahwa dalam sejarah Internasionalyang diakui secara umum, maka kosakata'RepubliK'

adalah berasaldaridua kata "res" dan "publica" yang berasaldari Bahasa Yunani Kuno yang

kemudian diterapkan pada era Romawi kuno. "Respublica" itutah yang bermakna secara

harfiah yakni "urusan umum." Oieh karena itu tentang tsagaimana defenisidan penerapan

bentuk negara 'Republik" maka harus merujuk pada era Yunani Kuno dan penerapannya

pada rnasa Romawi.

16. Bahwa telah diketahui bersama landasan untuk mengacu pada konsep tentang negara

"Republik" mengacu pada filosof era Yunani kuno yang sangat termahsvur yang pernah

menuliskan buku tentang "Republik" yakni Plato dan Aristoteles, dan juga negarawan

terkemuka era Romawi kuni, Cicero, yang pemah menuliskan buku "Repubiik," yang mana

haf itu menjadi acuan dan tolok ukur dari penerapan negara "Repubfik" sebagaimana

dirnaksud dalam UUD 1945 a qua.

17. Bahwa maka jika merujuk pada konsep dasar negara berbentuk Republik sebagaimana

diuraikan Plato, Aristoteles, Cicero, maka pengertian negara Republik bukanlah sekedar
"bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden",

sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia. Melainkan suatu

kornponen, susunan bentuk pemerintahan dalam dimensi yang luas, menyangkup

pengaturan urusan kekuasaan, keuangan, hukum, moralitas, yang berorientasi pada

kepentingan umum.

18. Bahwa oleh karena itu han.rslah dilihat Bagaimana konsep dasar negara berbentuk

"Republik" dimaksud, agar memahami secara komprehensif tentang makna dari Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945 a quo,

19. Bahwa oleh karena itu sangat penting merujuk yang digambarkan Plato dalam bukunya

"Republik", bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan berdasarkan

kebutuhan manusia, maka hal itu bermakna bahwa negara dibentuk oleh dan untuk

manusia, sesuai dengan ajaran eiik yaiig dikembangkannya.
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20. Bahwa menurut Plato juga, tujuan negara adalah harus sinkron dengan tujuan hidup

manusia yaitu kebahagiaan dan kesenangan bagiseluruh warga negara.

21. Bahwa menurut Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia,

dalam bukunya'Alam Fikiran Yunani", menggambarkan tentang maksud kesenangan hidup

oleh Plato dimasud, bukanlah rnemuaskan hawa nafsu didunia ini. Akan tetapikesenangan

ititirip cliperuieii detigan perigetahuan yang iepai teritang nilaibarang-barang yang dituju. Di

bawah cahaya ide kebaikan orang harus mencapaitertaksananya keadilan dalam pergaulan

hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi orang seclrang. Antara kepentingan

orang seorang tidak boleh ada pertentangan. Oleh karena itu kesenangan dan kebahagiaan

yang meniadidasar dan pondasi bagi negara 'Republik' dipandang didapat dari kebahagiaan

yang bersurnberdariakaf budi, yang halitu diterjemahkan sebagaimoralitas. Moralitas inilah

Vang menjadi tolok ukur tentang baik dan benar, sebagaimana dimaksud oleh plato

dimaksud.

22. Eahwa pun demikian dalam hal bentuk negara yang bersifat urusan umum, Repubtik,

Plato menjelaskan tentang pentingnya keselamatan rakyat yang diperintah, bukan

keselarnatan orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah haruslah

mempersembahkan hiclup mereka bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepeniingan

dirisendiri.

23. Bahwa untuk mencapai kesenangan dan ketrairagiaan hidup, sebagaimana dijelaskan,

manusia harus memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak unluk menyelami

segala sesuatu sampai kepada ideanya. Kerena ide yang tertinggi berada di dunia ide

adalah ide kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan hiduo yang sesungguhnva

terletak pada keberhasilannya untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan

kebaikan. Dalam konteks ini, negara idealadalah negara yang dipenuhioleh kebaikan dan

kebajikan.

24. Bahwa hal demikian juga yang dipaparkan Plato dalam "Republik," yang dimaknai bahwa

negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian, atau semangat dan
pengendalian diri dalam menjaga keselarasan clan keserasian hiclup bemegara. Hanya

negara yang demikian yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup

yang sejati bagi setiap warga negarany€.
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25. Bahwa sebagai sosok yang mengusung teori negara 'Republik', Plato juga menuangkan
pandangannya berkaitan dengan perbuatan pembungaan uang (usury) yang sangat dia
tidak setujui. Haldimaksud diungkapkan Plato dalam kitabnya yang lain berjudul"The Laws:',

sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

[743a] dan ini hahkan mungkin dimiliki oleh orang jahat. Dan karena

memang demikian, saya tidak akan pemah mengakui kepada mereka

bahwa orang kaya itu benar-benar bahagia jika dia juga tidak baik;

sementara, jika seorang pria sangat baik, tidak mungkin dia juga sangat

kaya. "Kenapa begitu?" itu mungkin ditanyakan. Karena, kami a&an

menjawab, keuntungan'yang diperoleh dari benar dan salah tebih dari dua

kali lipat dari yang benar sa,1a, sedangkan pengeluaran mereka yang

menolak membelanjakan baik secara mulia mauwn hina hanya setengah

dari pengeluaran merek'a yang mulia dan seperti itu. pengeluaran untuk

benda-benda mulia:

[743b] akibatnya, kekayaan orang yang menggandakan keuntungan

mereka dan rnembagi dua pengeluaran mereka tidak akan pernah

dilampaui oleh orang,orang yang prosedurnya dalam kedua hat itu justru

sebaliknya. Sekarang dari orangorang ini, yang satu baik, dan yang

lainnya tidak buruk, selama dia kkir, te'tapisangaf buruk ketika dia tidak

kikir, dan (sepertiyang baru saia kita katakan) tidak pemah baik Karena

sementara satu orang, karena dia merryambil baik secaftl adil maupun

tidak adil dan membelanjakan tidak dengan adil maupun tidak adit, menjadi

kaya (dan orang yang benar-benar jahat, yang biasanya boros, menjadi

sangat miskin),-

[743cJ orang lain, yang membelanjakan uang untuk benda-benda mulia,

dan hanya mempercleh keuntungan hanya dengan cara, tidak akan

pernah menjadisangaf kaya atau sangaf miskrn. Dengan demikian, apa

yang telah kami nyatakan ada.lah benar,*bahwa yang sangaf kaya itu

tidak baik, dan tidak baik, mereka juga tidak bahagia. sekarang tujuan

mendasar dari undang-undang kita adalah ini,-bahwa warga negara
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harus sebahagia mungkin, dan pada tingkat tertinggi bersatu dalam

persahabatan timbal balik. Ramah warga tidak akan pernah berada di
mana mereka sering melakukantindakan hukum safu sama lain dan senng

melakukan tindakan ilegal, melainkan dimana mereka herada

[743d] sesedikit dan sesedikit mungkin. Kami mengatakan bahwa di
Negara Bagian tidak boleh ada emas atau perak, juga tidak boteh ada

banyak penghasil uang melalui perdagangan vulgar atau riba atau

pe nggem ukan hewan gelded, tetapi hanya keuntungan seperti penawaft]n

dan hasil pertanian, dan ini hanya sebanyak tidak akan mendorong

seseo€ng dengan menghasilkan uang untuk mengabaikan objek-objek

yang ada uang: objek-objek ini adalah jiwa clan tubuh, yang tanpa $enam

dan cabang pendidikan lainnya

[743e] tidak akan wmah menjadibanng berharga Karenanya kamiterah

menegaskan (dan itu tidak hanya sekali) 2 pengejaran uang harus

dihormati terukhir: dari ketiga objek yang menjadi perhatian sefiap orang,

perhatian akan uang, diarahkan dengan benar, ciatang ketiga dan terakhir;

bahwa untuk tubuh adalah yang kedua; dan itu untuk jiwa, peftama. Oteh

karena itu, jika ia nengatur kehormatannya dalam urutan ini, pemerintahan

yarry kami gambarkan memiliki hukumnya yang ditetapkan dengan benar;

tetapi jika salah satu dari hukum yang bertaku di dalamnya terbuWi akan

menyehatkan 1 misalnya A {crang baik) memperoleh (secara adil) t3e0, di
mana ia membelanjakan t100 untuk kebutuhan dan f100 untuk benda-

benda mulia, meninggalkannya saldo sebesar il0A.8 @rang yang tidak

baik) memperoleh (secara adil dan tidak adil) ) E6AA, di mana dia

membelanjakan t100 untuk kebutuhan, dan tidak untuk benda-benda

mulia, menyisakan saldo sebesar t500. Tipe kettga (C) Iebih buruk dari B

P,arena dia tidak hanya mendapatkan tetapi juga membelanjakan secara

salah. Tipe A menunjukkan bagaimana orcng baik tida? tedalu kaya atau

sangat mi$kin,-9, bagaimana orang jahat mungkin sangat kaya,-C,
bagalmana orang jehat mungkin sangat miskin.
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(Buku Plato, The Laws, Jilid. l0 & 11 diterjemahkan oleh R.G. Mengubur.

Cambridge, MA, Haruafi University Press,. London, Wlliam Heinemann

Ltd.1967 &1968)

(BuktiP-l0i

26. Bahwa berdasarkan teori Plato dimaksud, maka perbuatan pembungaan uang (usury)

dimaksud adalah tergolong sebagai perbuatan yang keji, tindakan jahat yang dilakukan

orang kaya (pemilik modal) yang merugikan orang yang meminjam uang.

27. Bahwa ofeh karenanya perbuatan pembungaan u€rng dalam perihat pinjam meminjam

adalah sama sekali bedentangan dengan teori bentuk negara 'Republik' sebagaimana

menurut pendapat dari Plato dimaksud.

28. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya "Potitik", yang

merupakan filosof yang juga mengusung bentuk negara "Republik" pada masa era Yunani

Kuno. Bahwa Aristoteles dalam buku "Politik" dengan tegas menyebutkan bahwa perbuatan

pembungaan uang adalah perlruatan jahat, sebagaimana selengkapnya dituliskannya dalam

buku tersebut yakni:

Tugas alamlah untuk melengkapi nafkah hidup bagi setiap makhluk yang

terlahir di dunia ini; dan ha[ ini ditunjukkan oleh fakta hahwa keturunan

binatang-binatang selalu mendapatkan makanan dari sisa bahan yang

menghasilkan kelahinnnya. aleh karena itu, bentuk alamiah dari seni

pemerolehan selalu, dan dalam segala hal, merupakan perolehan dari

buah-buahan dan hewan-hewan. .Seni itu, sepertiyang telah kita katakan,

mempunyai dora slsr: yang satunya berkenaan dengan perdagangan

eceran, dan lainnya berkenaan dengan pengelolaan rumah tangga.

Mengenai kedua bentuk ini, yang belal<angan sangat peflu dan patut dipuji:

yang tedahulu merupakan metade yang patut dicela, karena keuntungan

yang dihasilkan tidak dtperoleh dengan cara alamiah, tetapi diperoteh

dengan mengorbankan orang lain. Perdagangan yang rcndah itu dibenci

dengan alasan: ia menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri,

bukannya mombuat keuntungan dari proses yang dibantu oleh uang itu.

Uang hanya sebagai alat pertukaran: riba (usury) rnencoba membuatnya
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beftambah. Inilah alasan mengapa ia dinamai demikian: karena

sebagaimana keturunan mirip dengan orangtuanya, begitulah bunga
(usury) yang dibiakkan dengan oleh uang mirip dengan uang pokok yang

membiakkannya, ia dapat disebut "uang dari anak uang." oleh karena itu,

kita dapat mengerti mengapa riba (usury) adalah hal yang paling tidak
alamiah dari semua bentuk pendapatan.

29. Bahwa dalam pandangan Aristoteles dimaksud, maka pembungaan uang adalah
termasuk perdagangan yang dibencikarena menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri,
yang disebutnya sebagai menghasilkan "uang dari anak uang", sebagai perbuatan yang

sangat tidak alamiah dari sernua bentuk pendapatan. Oleh karenanya Aristoteles sangat
mengutuk dan menilai bahwa perbuatan pembungaan uang adalah tergolong sebagai
Tindakan yang keji.

30. Bahwa dengan demikian maka klausul pem-bunga-an uang dari pinjaman uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Pasal 1766, 1767, dan pasal 176g Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dimaksud adalah sangat tidak sesuai dengan bentuk
negara 'Republik' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik fndonesia Tahun 1945 dimaksud.

31. Bahwa hal demikian juga diungkapkan oleh Cicero, negarawan Romawi yang hidup di
tahun 106 SM - 43 SM, dimasa kala Romawi menerapkan bentuk negara'Republik', yang

mana Cicero juga menuliskan sebuah buku berjudul 'Republik', yang dapat menjadi panduan

dan acuan dalam penerapan bentuk negara Republik dimaksud.

32. Bahwa Cicero berpandangan tentang perbuatan riba (usury) adalah Tindakan yang
sangat kejam dan seperti mengambil keuntungan dari membunuh. Yang mana hal itu
diungkapkan Cicero secara langsung dalam bukunya 'De Officis, Buku ll, angka XXV', yang

rnenjelaakan gambaran Cicero tentang bentuk negara 'Republik' yang sangat tidak
membolehkan adanya perilaku riba (pembungaan uang) berlangsung dalam negara
Romawi. Hal mana cicero secara lengkap menuliskann-va sebagaiberikut:

'Jenis peftandingan tenkhir ini dikutip dari penatua cato, yang, ketika

ditanya hal apa yang paling menguntungkan untuk dilakukan di sebuah
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perkebunan, menjawab, 'Memberi makan temak dengan baik." "Apa yang

terbaik kedua?" "untuk memberi makan ternak dengan cukup baik.,' "Apa

yang terbaik kefiga?" "Untuk memberi makan temak, tapi buruk." "Apa
yang terbaik keempat?"'untuk membajak tanah." Dan ketika oftng yang

menanyakan hal ini beftanya, "Apa yang dikatakan tentang mencari
keuntungan dengan iba?" cata rnenjawab, 'Apa yang dlmaksud dengan

menghasilkan keuntungan dengan membunuh?" Dari sinidan dari batryak

hal di sampingnya dapatdisimputkan perbandingan hat-hat yang bgaksana

tidak iarang dibuat, dan ini tepat ditambahkan sebagai kepala keempat

untuk diskusi kita tentang tugas. Tetapi dalam sega/a hat yang berkaitan

dengan topikterakhir ini, akuisisidan investasi uang, - saya juga berharap,

untuk penggunaannya, - diskusi yang mungkin diadakan oteh orang.orang

tertentu yang sangat baik yang ciuduk cii antara para bankir cii Bursa iebih

berharga. daipada yang dilakukan oleh filsuf mana pun dari sekolah mana
pun" !\,!amun hal-hal iniharus dipehatikan; karena mereka berada dibautah
kepala kemanfaatan, - pokok bahasan buku ini. Mari kita, di tempat

bedkutnlra, menertrckan apa yang tersisa dari rencana ya,ng dittstdkan.,'

33. Bahwa dari uraian Cicero dimaksud maka sangat jelaskan perilaku peminjangan uang
dengan bunga, yang disebut dengan riba, adalah sama hatnya dengan menghasilkan

keuntungan dengan membunuh, yang mana hal dimaksud sangaflah tidak
direkomenciasikan untuk iumbuh dan berkembarrg daiam konsep negaru Repubiik.

34. Bahwa dalam buku Cicero berjudul 'Republk', negarawan Romawi dimaksud lebih
menegaskan lagi tentang tanggungjawab utuh negara (Romawi) pada perihal utang yang

berlangsung dimasyarakat. Yang mana Romawibertanggungjawab penuh atas utang yang
iimbui di masyarakat, yang merupakan peranan senator.

35. Bahwa hal dimaksud diuraikan Cicero dalam kitabnya 'Republik' Buku ll, XXXIV, yang

mana Cicero menjelaskan sebagai berikut:

"Leluhur kita mungkin punya metode sendiri untuk memulihkan

permasalahan utang. solon, yang berasal dari Athena, telah lebih dulu

menemukannya, dan kemudim senat tidak mengadopsinya, yaitu ketika
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muncul perilaku kreditur yang buruk, seluruh penduduk dihebaskan akibat
penindasan utang, dan ketergantungan terhadapnya diberhentikan untuk

selamanya. (18) Kapan saja rakyat ditekan oleh utang sebagai akibat

kekacauan negara, so/usi dan bantuan ciiupayakan demi keamanan

bersama. Ketika senat tidak melakut<annya, rakyat mendapat alasan yang

cukup untuk nembentuk dua maielis rakyat saat pemberantakan massa,

dengan tujuan melemahkan dan menumbangkan senat...."

36. Bahwa dari gambaran Cicero dalam buku 'Republik" dimaksud maka sangat teranglah

tentang kewqiiban negara Republik yang bertugas untuk melindungi rakyat dari perilaku

kreditur yang buruk dalam perihal peminjaman uang. Yang mana hal itu merupakan bagian

dari tugas $enat dalam bagian negara Republik dimaksud. Hal ini menegaskan bahwa
perihai pengaiuran pinjam meminjam uang, merupakan bagian yang ticiak dipisahkan ciari

bentuk negafia 'Republik" sebagaimana yang diuraikan oleh cicero tersebut.

37, Bahwa maka oleh karena itu dapattah disimputkan tentang pemimjaman uang yang

membolehkan memungut bunga {interest) adalahter"golong sebagai perilatu yang buruk dan

kejam, yang sangat tidak di rekomendasikan berada dalam kcnsep atau format negatEt

Republik, sebagaimana diutarakan oleh Plato, Aristotetes maupun Cicero pada era Romawi

dimaksud.

38. Bahwa maka perihal berlakunya Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal1767, dan Pasal t76g
yang memuat frasa membolehkan bunga (interest) pada peminjaman uang adalah sangat
'bertentangain dengan konsep negam Republik sebagaimana diatur datam Pasat 1 ayat (1)

UUD 1945 aquo.

39. Bahwa hal demikian dikarenakan secera historis jugn KUH Perdata yang kini berlaku di
negara Republik fndonesia adalah masih murni merupakan peninggatan produk hukum

l-lindia Befanda yang belum pernah sekatipun rnengalamiamandemen ataupun perubahan.

Yang rnana hai iiu masih diriominasi r.rieii seriiarrgal koiorriaiisme hukum yang berlaku

didalamnya.
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40. Bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah
merupakan perpanjangan dari system hukum yang digunakan Hindia Belanda dimana

merupakan terjemahan asli dari Burget'rjk Wetboek (BW.

41. Bahwa Burgefiik Wetboek (BW) yang dipergunakan ofeh Hindia Betanda dimaksud

nnerupakan salah satu dan' tiga kitab induk 3;ang diper.gunakan Hindia Belanda, yang

keseluruhannya adalah Wetboek van Stractrecht, Wetboek van Koophandel dan Burgelijk

Wetboek.

42. Bahwa tiga kitab hukum yang dipergunakan Hindia Belanda dimaksud adalah

merupakan model hukum yang dipergunakan oleh Republik Perancis, setelah

berlangsungnya Revolusi Perancis di Paris tahun 1789:

43. Bahwa tiga kitab hukum dimaksud dalam Repubfik Perancis pasca revolusi dimaksud,

aslinya adalah bernarna 'Code lt{apoleon'yang tcrdiri dari tiga kitab hukurn babcn yakni:

Code Civil (Wetboek van Stractrecht), Code Penal (Burgetijk Wetboek) dan Code de
Commerce (Wetboek van Koophande!).

44' Bahwa berlakunya 'Code Napoleon' dimaksud mulai berlang$ung pasca Revolusi
Perancis tahun 1789 dimana Negara Perancis mengalami perubahan bentuk dan struktur
yang sebelumnya berbentuk kerajaan yang dipimpin oteh Raja Louls XVI sebagai raja
monarkhi ierakhir yang dikucieta oieh pemimpin revoiusi Ferancis yeng bernama

Robbispiene, yang rnana Revolusi dimaksud adatah dimaknai perbedaan 'aqidah' yang

dlanut cleh kelcrnpok pro Gerga Roma y,ang dikudeta oleh kelonnpok yang kontra terhadap

Gereja Roma-

45. Bahwa kemudian setetah Revolusi Perancis, maka kepemimpinan negara perancis

sepenuhnya dikooptasi atau dikendalkan oleh kaum borjuis yang Bersatu padu dengan

revolusioner yang 'mana mereka mendeklarasikan berdirinya Republik Penancis, yang

kemudian pasukan Repubtik Perancis di bararah komando Napoleon Bonaparte

mengkooptasi kerajaan Beianda, maka dari situiah beriakunya'cocie Napoleon'dimaksuci

di Kerajaan Befanda, yang kemudian bertandaskan azas k{rnkordansi berfaku juga diwilayah
negara jajahan Belanda yrakni di wilay,ah Hindia Belanda.
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46. Bahwa $ejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, maka kemudian produk

'eode Napoleon'yang diadopsi Hindia Belanda dalam tiga kitab induk dimaksud, diadopsi
juga menjadi hukum yang hidup yang bertaku diwilayah Regara Republik Indonesia, yang

mana KUit Ferdaia dinyaiakan beriaku se(ara muiiak keseiuruhannya yang merupakan

hukum civil (civil faw).

47. Bahwa oleh karena itu sangatlah dipahami bahwa secara historis juridis KUH perdata

sama sekali belum tersentuh perubahan atau amandemen, yang memang mumi berasaldari
'Code Napoleon' yang diadopsi Hindia Befanda yang kemudian diberlakukan di wilayah
Republik Indonesia, yang mana masih banyak unsur-unsur dalam KUH Perdata yang sangat
tidak bersesuaian dengan adat ketimuran maupun kehidupan keagamaan di wilayah
lnclonesia yang berlanelaskan Pancasila.

48. Elahwa dengan demikian pufa perihaf peminjaman uang yang membolehkan

dllakukanny'a pemungutan Bunga (riba) sebagainnana dimaksud dalern Pasal 170S, pasa!

1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata a quo, adalah sangat tidak sesuai dengan
konsep negara Republik sebagaimana diutarakan oleh pare. pakar ela.n ahli <lari negara
'Republik'dimaksud, yang juga tidak bersesuaian dengan adat ketimuran bal:gsa l*dcnesia
yang sama sekalitidak membolehkan tentang peminjaman ueilxg dengan memungul bunga
(interest).

49. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah Majetis Hakim Mahkamah Konstitusi

mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Fasal
1765, Pasal17$6, Pasat 1767, danPasaf 1768 dimaftsudbertentangan dengan Pasal 1 ayat
(1) Uridang-Unda,ng Dasar iiegara Repiiblik irrcioriesia i945.
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II. FEf;TTgilTANGAN DEHGAN PASAL 29 AYAT {2} T'T{DAT.IG.U}IDANG DASAR
ilIEGARA REPUBLIK INDONESIA

50. Bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 berbunyi lengkap sebagai berikut:

(2) ut{egara ,neniamin lrcmerdelraan tieptiap penduduk untuk
memeluk agamafiya masing,masing den untuk beribadat menurut
agamanye dan kepercayaannya i&r.,,

51. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama lsfam, yang

mana agama lslam merupakan salah satu agiama yang diakui secaia i.esmi untuk dianut

oleh v'rarga negara Indotresia deiam Negara Kesafuan Republik lndonesia.

52. Bahwa oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayd (2) UUD a quo,

maka Para Pemohon sebagai penganut agama lslam berhak untuk menjalankan agama

sesuaidengan aturan yang berlaku dalam agama lslam, yaknimengikutipada AlQuran dan

as Sunnah.

53. Bahwa menurut Af Quran, terdapat sejumlah ayat yang sscara tegas melarang perihal

riba, dianta!'anya:

a. Surat Ar Rum: 39

V3o4,t $e _+i} >1" *r:tr dtj'jll ,ij.*);l [: o+ #l b:

Artinya: "Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia

menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

uniuk mencapai keridhaan Aliah, maka (yang berbuat ciemikian) ituiah

orangForang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS At-Rum: 3g).
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b. Surat An Nisa: 160-161

uiG-i.l ,i

qi pie
,*,[h; sd.lJr

ie+ &"jEb

i1t-tii i{r3'i3 +ta r# ii; r+}r 34'i3rj#

Artinya: l\taka disebabkan kedhatiman orang yahudi, maka kami

haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang

dahutunya) dihatatkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak

menghafangi (manusia) dari jai,an niiah cian ciisebabkan mereka memakan

riba, padahal sesungguhnya mereka tetah ditarang darinya, dan karena

mei'eka memakan haria orang dengan jalan yang batil. Dan Kami tetah

menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu sika yang

ped!h." (QS an-Nisa: 160-161\

c. SuratAli lmron: 130

drr-S.ts! *.'1 jr Sril ijlir3

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang

disediakan untuk omng-orang yang kafir." (Qs. Ali lmron [3]: 130).

d. Surat Af Saqarah : 278-280:

$,:F++31# ojqJl 'b eu trg all tig! l-rst cu;!rGj'*

.. tl" -.

uJ.r!
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Artinya: "Wahai orangForang yang beriman, tinggalkanlah apa yang

tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika

kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepadaAllah dan

Rasui-Nya. Maka jika kaiian bertaubai, maka bagi kaiian aciaiah pokok

harta kafian. Tidak berbuat dhetim fagiterdhatimi. Dan jika terdapat orang
yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila

kalian bersedekah, maka ttu baik bagikarian, bira karian mengetiahui."

(QS Al-Baq arah: 278-28A\.

54. Bahwa oleh karenanya haf-halyang berkaitan dengan riba adalah sesuatu yang jelas

haram yang wajib diikuti oleh umat lslam dimanapun berada, yang mana hal itu juga

merupakan perintah yang rmajib diikuti oleh Pana Pemohon selaku warga negara lndonesia
yang beragama lsiam dan Fasai 29 Unciang-Unciang Dasar 1943 aquo menjamin bagi para

Pemohon untuk melaksanakan ibadah sesuaidengan agama pemohon yakniagarna lsfarn

semra merdeka dan w,ajib di.iarnin cleh t.legara Repubtik lndonesla.

55. Bahwa selain daripada itu, terdapat banyak sekali Hadist-Hdist dalam lslam
yang menegaskan tentang haramnya riba yang wajib dihindarioleh kaum

muslimin, diantaranya adaah sebagai berikut:

a. Hadits Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam proses Riba

#iA r$ia trtLi 1$i *df ,jj,]t;B: F-1;. .]j fi,3Sgq,i-lr 4 i,.t u::i
EJt i51 &j 4la rtu ,s.'k- $$ A-"13iFl aj6 Jtr i;c JIjl| -,jj E_Gl

ilF $ ci6:4+[l: A$S: 'okgS

Artinya:

Dalam salaff satu hadis Rasulullah salafiahu'alaihl wassalam
bersabd*: "Dari Jabir Ra. ia berfrata; "RaEulallah saft#;latru,ataihi

wassalam telalr melairnatorangyomng yang ins/irra*an rtba, aEEfig
yang matnjadi wahitnya (orang yang memberi nakan hasil rtbfl,
ar:ang yangmenaliskan, arang yang menyaksikannya, (dan
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selanjutnya), Nabi fursabda, mereka ita semaa sama saja., (HR.
fiiluslim).

b. Hadits Muttafaq Alaih tentang Riba Termasuk Dalam 7 Dosa Besar

il$3 ,j;;"tt; ,4! el-;ill " IJE frn k3 c4,irl ilr-] U tJl" ." r,:til;it eitJt tii:+t
G.r!_i ,, *.jlt ig *$Jt3 -#St dti rJKi3 ,u.;lr ,Sij .g,i!tJ ilxr ;ii,J, I ,llrr
" +SU.it +i;43;Jt c.,i-i;,-itit

Artinya:

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! para sahabat berkata, "wahai,
RasuluflalTl apakafi ifu? Befiau bersabda, "l$yirift kepada Allah, sihir,
membunuir jiwa yang <iihararnkan Ailah tanpa haq, memakan harta
riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan prang dan
men';duh Hrenrta be#man yang lalai belzina" (HR. su.tafaq 

"taih).

c. Hadits Riwayat lbnu Abi Dunya tentang perbandingan Riba dan Zina

h;4p;,$)15; r:ur;a A4LiJt nict so Jal qjt dr d+_lt {$A4 er:"tr .j
d+Jlt

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabis bersabda:
"sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorEng laki-taki dari
hasil riba iebih besar ciosanya di sisi Aliah daripacia ireaina 36 kaii."
(HR lbnu Abi Dunya).

d. f'ladits Riwayat atrhabranitentang Riba sebagairanda Datangnya

Kiamat

JAi.Jb tijlr l+jl JeL; asEJt gS irr+

(bayna yadayyas sae'afe yezhurur ribae wez zinaa wa! khamer)

Artinya:

"Menjelang kedatangan hari Kiamat tampak {menyebar} riba,
peninahan dan minuman fthamaf .. (HR.At-Tftabrani)
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e. Hadits Riwayat at-Thabranitentang Riba Sebagai penghalang

Ampunan Allah

UII dsl r(, -l<.U JiiJY Cl +r$llr (SUl

(lyyaakum wadzunuubullatiilaa tagfiru wa dzakaru minhaa akarar ribaa)

Artinya:

"Jauhilah oleh kalian cemua dosa'dosa yang tidak diampuni',. Dan

beliau menyebutkan salah satunya adalah memaltan riba". (ltR.At-
Tabranii.

f.Hadits Riwayat at-Thabrani tentang persamaan Riba dan $yirik

dllr & el;ill_r tit+ cl_:.+*_r &.+ L.jJl

(ar ribaa badi'un wa sab'uun baaban. wasyirka mislu dzatik)

Artinya;

"Riba memiiiki iebih eiari tujuh puiuh pintu, ciemikian juga ciengan

syirik". (HR. At-Tabrani)

g. Hadits Riwayat Tirmidzitentang Kerugian Mengonsumsi Riba

* Ji ljll .jlr13 !t g,il #.:S F -i; y aiJ sjii' d,r +s U

Artinya:

'.\ll|ahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumhuh
berlrembang dari seeuatu yang fi*ram a*an berfiak dibafrar dalam

api neraka." (HR. Tirmidzii

h. Hadits Riwayat Ahmad tentang Kerugian Metakukan Riba

troj {trijl 1g# i6.t4 *g i_ru:{ut, tr+i {l';}r i{# jsg; ai6 cr u
. ,i{-.J9 rltJ

Artinya:
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"Tidaklah riba merajalela pada ruatu kaum kecuali akan ditimpa
paceklik. Dan tidaktah budaya suap mer{alela pada suatu kaum

keeuali akan ditimpakan kepada mereka ketakutan." {HR.Ahmad}

i. Hadits Riwayat Musfim tentang Tertofaknya Doa pelaku Riba

dr. 
1,+i:,i 

*.fr: ,t;;.lq a*Sptrs i.i.;i;3 itF {_iil; 3 $6 e:;L;j+_l '{ -..j '*
atJ

Artinya:

"Wahai Rabbku, wahai Rabbku.",Paciahai, makanannya dari barang
yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya darl yang
har-am dan diberE;-rakan dari yang haiam, maka bagaimai-rakah Aiiah
akan rnernperkenankan do?nya?'.' {HR. Muslim}

j. Hadits Riwayat Muslim tentang Kesia-siaan Arnaldengan Harta Riba

'+t !l 'fi ! .l4u.ir iJl-rlr Ci

Artinya:

"Wehaisek-alian manucia, sasungguhnya Allah itu thoyyib {baik).
Allah tidak akan menerima sesuattr melainkan dad yang Broyyib
(baiki." (iiR. flfiusiimi

56. Bahwa demikian pula menurut pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang

dikenakan dalam transaksipinjaman (utang-piutang, al-qardh; at-qardh wa al-iqtiradh) telah
memenuhi kriteria riba yang diharamkan Altah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh:

a. fmam Nawawi dalam kitab ,,Al f,llajffiu"', menyebutkan:

Al-Nawau,ti berkata, al-fllawardi be*ata:Sahabat-sahabatkam!(ulana mazhab

Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh at-

Qur'an, atas dua pandangan. Peftema, pengharaman tersebut bersifat mujmat

(global) yang dijelaskan oleh sunnah. Sefiap hukum tentang riba yang dikemukakan

oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap k* mujmal-an ah

Qur'an, baik rtba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam
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al-Qufan sesung.guhnya hanya mencakup riba nasa'yang dikenaloleh masyarakat
Jahiliah dan permintaan tambahan atas hafta (piutang) disebabkan penambahan

masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabilaiatuh tempa pembayaran

piutangnya rian pihak beruiang iiriak membayarnya, ia menambahkan piutangnya

dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hat sepefti itu ditakukan tagi p4a
saat jatuh tempo berlkAnya. ttulah ma!,sud finnan Allah: u... ganganlah kama
menakan riba riengan herlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba

datam peftukarern uang (nuqud) terhadap bentuk riba yang terdapat rlalam a!-Qur"an.

b.lbnual Arabi dalam kitab "Ahkam Al Quran,'menjelaskan:

Riba dalam arti ttahasa adalah kelebihan {-tambahan). Sedangkan yang dimaksud
dengan riba dalam abQufan adalah sefiap ketebihan {tambahan} yang tidak ada
imbaiannya.

c. Al Ainy dalam klhb "Undahal Oary,', menegaskan:

Afti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan afti riba dalam hukum lslam
(syara') Nalah setiap kelebihan (tambahan) pada hafta pakok tanpa metatui akad
juaibeii-

d. Al€arakhsyi dalam Al-!frabsuth, menyebutkan :

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-lsfahani dalam Al-F{ufradatfl Gherib al€ufan, menjelaskan:

Riba adalah kelebihan {tambahan) pada harta pokak.

f. lltuhammad Ali al€hobuni dalarn,.Reu.a-i, al€ayan,':
Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang

rnernbeikan utang) dari debitur (onng yang berutang) sebagai imbalan atas masa
pembayaran utang.

g. l[uhermr*d Abu Zahrah dalam "Buhub fi al,Riba":

Riba (yang dimaksud dalam) al- Qufan adatah riba (tambahan, bunga) yang

dipral<til<kan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya har&m, tanpa keraguan.
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h. Yusuf ahQardhaury dalam ,.Fawa'id al- Bunuk',:
Eunga bank adalah riba yang diharamkan.

57. Bahwa maka dari itu berlandaskan Al Quran, Hadist dan dijelaskan lebih lanjut oleh
ulama*ulama fiqih dimaksud, maka perbuatan memungut bunga/interest dalam kaltannya
utang piutang dan hal lainnya adatah tergofong sebagai kategori riba yang diharamkan ofeh

lsiari. Maka Paru Fetnoiron sebagai uniai isiam yarig wajib nreirgikutiaturan daiarri Aleurari
dan $unnah, makawajib hukumnya untuk menjauhiatau menolak adanya perbuatan hukum
yang berpretensi pada riba.

58. Bahwa selain dari pada itu Majelis Ulama Indonesia {MUt) lelah mengetuarkan Fatwa
Nomcr 1 Tahun 2004 Tentang Bunga(lnterest/Fa'idah) (Bukti P,{{}, yang mana datam
Fatwa dimaksud memutuskan bahwa:

Pertana: Pengertian Bunga gnterestl dan Riba

t. Bunga (inieresUtb'roan) aciaiah tambahan yang ciikenakan ciaiamiransaksi
pinjaman uang (al{ardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa
mempeitimbangkan pemanfaatan/liasi! pokok tei'sebut, berdasai,,ian

tempo waktu, diperhitungkan secarapasti di muka, dan pada urnumnya

berdasarkan persentase.

e. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan ( .re)y yang terjadi

karena penangguhan dalarn pernbay'aran 1d+S4;1 yang diperjanjikan

sebelumnya, fu..t;f"nur;. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah,

Kedua: Hukum Bunga $nterest)

r. Fraktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang

terjadi pada zaman Rasufutlah sAW yakni riba nasi'afi . Dengan demikian,
prakiek pembungaan uang iermasuk saiah satu bentuk riba, cian riba

haram hukumnya.

e. Praktek pembungaan iersebui hukumnya adaiah haram, baik cjilakukan

oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lerrrtraga

fr€rioiigfiii faini'rya maupun ditakukan oleh individu.
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59' Bahwa maka dengan demikianlah bahwa sangat jelaslah perbuatan mematok bunga
(interestffa'idah) dalam klausul Perjanjian atau ftontrak ataupun dalam perbuatan hukum

dikategorikan sebagai riba yang hukumnya hararn.

60. Bahwa dengan demikian maka berlakunya klausul sebagaimana dimaktub dalam objek
permohonan a quo adalah sangat merugikan kepentingan konstitusicna! Para Pernohon

karena membuat Para Pemohon menjadi tidak terjamin kemerdekaannya dalam
menjalankan agarna,vang dianut Para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 a
quo.

61. Bahwa selain daripada itu klausutyang dimaKub dalam objek Permohonan khususnya
fra$a "bunga" rjirnaksud acialah merupakan murni peninggaian warisan rezim koioniaiisme

Hindia Belanda yang diambil dari Code Napoleon, yang tentu sangat tidak bersesuaian

dengan semangat ekono;i',i Fancasiia yang beriaku cJi incionesia ciimana diuiamakan
keadilan sosial bagi sef uruh rakyat I ndonesia.

62- Bahwa ctengan memberlakukan klausul "bunga" sebagaimana dimaktub dalam objek
permohonan a quo, selain membuaf tidak terjaminnya kernerdekaan Para Pemohon dalam

kebebasan menjalankan agarna lslam, yang frarue tunduk dan taat pada aturan dan
larangan yang diperintahkan datam AlQur'an dan as $unnah, juga sangattidak berkeadilan

karena akan berdampak bahwa pihak kreditur akan berada dalam posisi yang lemah
(imperior) dan pihak debitur selalu dalam posisi yang superior.

63. Bahwa oleh karena juga mengingat betapa besarnya dosa riba sebagaimana

dlu*ghaBi.ran daiam sebuah Hadist yang intinya menyebutkan bahrrya dosa riba yang telkecii
adalah ibarat "rnenzinahiibu kandung sendiri'yang mana perbuatan riba ttu bukan sekedar
iereatat pa.da pihak yang ben-rtang atau yang mengutangk"annya, melainkan jr,rga ikut sef,a
pihak yang mencatatkannya, yang kesennrani'e dianggep sebagai Fetaku riba, rna.ka sudah
oepalutnyalah lvlajefis Hakim Konstitusi membatalkan objek permohonan a quo sehingga

dalam alam Akhirat kelak fidak tergolong sebagai ftefornpok yang mensahkan bertakunya
riba bagi umd lslam dilndonesia.
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Berdasarkan alasan-alasan tereebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1, *lengnbulksn pennohonan Pemohon ur{sk seluruhnya;

2- *lenyehkan materi ffi$etan Peeal {765 KUHPerdata, Pgeal {70S KUH Perdata, pasai

1767 K-UH Ferdata dan Fasal 1768 K.UH Fcdata bertentangan dcngan Pecat t aya* {t},
Pasal 29 ayat (2), Pasal { ayat {1} Ahrran Feratihan, Undang-Und*ng De$ar t*agtra
Rapubli& ll|dot&i;a T*ruo 1$*6 dan tHa* menryunyai &elcuatan hu*um mengikat.

3" e+nedttfihken pernuden prsusan ini ffiatann S€{'te }*egara Republi1 lndonesia
seb4aima*a mestlnya;

Atau apabib Mahkarnah Konstitusi berpendapat lain, rnohon putusanyang seadil-adilnya "ex

aequo et bono".
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Wossalamuallsi kum War rohmstutlahi Wabborokotuh,

Hormoi komi.

Kunso Hukum
TiiH HUKUfifi i#ASYUiAi

(The ltlasyumi legol Tecrm]
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NORA YOSSE NClVfA, S.t{., [fi.H.

DEDY SETYAWAilI, S.fI.tu
I

RIO CHAIiIDRA KESUTIIA, $.H- [S,H"GUSTIA EAHRI,
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ilIU}IAIililI[AD $UEWA}I DRACHUAN. S.H. gKA ilN'RYAWAN. S.H.


